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MOTTO 

 

 

 

“Allah tidak mengatakan hidup itu mudah, tetapi Allah berjanji, bahwa 

sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”. 

(Q.S. Al-Insyirah,:5-6) 

 

 

 

“hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak akan 

pernah menjadi takdirku, dan apa yang di takdirkan untukku tidak akan pernah 

melewatkanku”. 

(Umar Bin Khattab) 

 

 

“selesaikan apa yang telah kamu mulai, lewati saja badainya jamgan ubah 

tujuannya” 
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ABSTRAK 

KUALITAS PELAYANAN PERPAJAKAN DALAM PENERAPAN 

APLIKASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN  

(E-BPHTB) DI BAPENDA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 

Oleh :   

SARLINA FITRIANIS 

NPM. 220411083 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan pemerintah untuk berinovasi yang 

menekankan pada penggunaan ide-ide kreatif, teknologi, dan metode baru. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk melihat dan merencanakan bagaimanaa kualitas 

pelayanan pemerintahan dalam pelayanan perpajakan di Kabupaten Kuantan 

Singingi. Selain itu, penelitian ini juga mencoba menemukan faktor-faktor yang 

menghabat penggunaan aplikasi E-BPHTB. Konsep teori yang dgunakan dalam 

peneltian ini yang menjelaskan lima standar terbaik dalam kualitas pelayanan. 

Penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini mengumpulkan 

data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kualitas pelayanan melalui aplikasi E-BPHTB di Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi belum berhasil dilaksanakan 

secara baik oleh Bapenda. Temuan lapangan menunjukkan bahwa dampak dari 

segi peningkatan pendapatan daerah melalui kualitas pelayanan E-BPHTB belum 

menunjukkan hasil yang optimal. Dan aplikasi E-BPHTB belum berpotensi untuk 

pengetahuan karena sistemnya yang belum maksimal. Kemudian kendala yang 

dialami adalah keterbatasan jaringan dalam penggunaan aplikasi E-BPHTB, 

kurangnya tenaga ahli dibidang IT. 

Kata Kunci : Pelayanan, Perpajakan, E-BPHTB 
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ABSTRACT 

QUALITY OF TAXATION SERVICES IN THE IMPLEMENTATION OF 

LAND AND BUILDING RIGHTS ACQUISITION DUTY (E-BPHTB) 

APPLICATION AT THE BAPENDA OF KUANTAN SINGINGI DISTRICT 

By : 

SARLINA FITRIANIS 

NPM. 220411083 

 

This research is motivated by the government's need for innovation, emphasizing 

the use of creative ideas, technology, and new methods. The purpose of this study 

is to examine and plan the quality of government services in taxation services in 

Kuantan Singingi Regency. In addition, this study also attempts to identify factors 

that hinder the use of the E-BPHTB application. The theoretical concept used in 

this study explains the five best standards in service quality. This research is a 

qualitative descriptive study. In this study, data was collected through interviews, 

observation, and documentation. The results show that the quality of service 

through the E-BPHTB application at the Regional Revenue Agency of Kuantan 

Singingi Regency has not been successfully implemented by Bapenda. Field 

findings indicate that the impact in terms of increasing regional revenue through 

the quality of E-BPHTB services has not shown optimal results. And the E-

BPHTB application has not had the potential to improve knowledge because the 

system is not yet optimal. Then, the obstacles experienced are network limitations 

in the use of the E-BPHTB application, the lack of experts in the IT field. 

  

Keywords : Tax Services, E-BPHTB  
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                                                   BAB I 

                                           PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pelayanan publik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah 

terhadap menawarkan sebuah produk berupa pelayanan publik itu sendiri. 

Pelayanan yang baik yaitu dengan memberikan pelayanan prima seperti cepat, 

tepat, adil, konsisten, dan transparan sejumlah manusia yang memiliki setiap 

kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan 

menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara 

fisik (Sinambela 2016). Pemerintah dalam menyelenggarakan layanan publik. 

Era globalisasi seperti saat ini tidak heran apabila kemajuan teknologi 

informasi dan komunikasi dapat menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian 

informasi, keterjangkauan, dan transparansi sehingga dapat pula dimanfaatkan 

oleh pemerintah. Pemerintah dalam mempersiapkan visi dan misi kebijakan 

teknologi informasi lebih melihat pada faktor equity yang menjadikan teknologi 

informasi sebagai peningkatan kualitas pelayanan bagi pengguna umum. Dengan 

adanya  penerepan teknologi informasi akan menjadi optimal apabila pengetahuan 

para pemakai atau pengguna jasa teknologi benar-benar memahami teknologi 

sehingga sasaran penerapan teknologi informasi tercapai. Salah satu bidang yang 

menjadi sorotan masyarakat saat ini adalah pelayanan publik dibidang badan 

pendapatan daerah. 
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Ruang lingkup pelayanan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang pelayanan publik menyatakan bahwa negara berkewajiban setiap warga 

negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam 

kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat undang-undang dasar negara 

republik Indonesia tahun 1945. 

Pemerintah adalah penyedia utama pelayanan publik kepada masuarakat 

sehingga harus mampu mengikuti perkembangan di era 5.0 dimana teknologi telah 

berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. dan memengaruhi banyak segi 

kehidupan manusia. Salah satu tindakan strategis yang harus dilakukan secara 

konsisten untuk mencapai transformasi birokrasi yang terbaik adalah dengan 

melakukan inovasi pada pemerintahan yang menggunakan teknologi digital atau 

biasa dikenal dengan istilah  tata kelola pemerintah yang inovatif. 

Kualitas Pelayanan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak 

perusahaan berupa hal yang tidak berwujud namun dapat dirasakan oleh 

konsumen. Lena (2021) menyatakan bahwa kualitas pelayanan memberikan 

kepuasan bagi pelanggan, hal ini mengindikasikan adanya suatu hubungan yang 

sangat erat di antara keduanya. Kualitas pelayanan memberikan dorongan kepada 

pelanggan untuk menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan organisasi atau 

lembaga. Sehingga organisasi dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Rohaeni 

(2018) menyatakan bahwa kualitas pelayanan adalah upaya pemenuhan kebutuhan 

konsumen baik dari produk maupun jasa serta ketepatan penyampaiannya untuk 

mengimbangi harapan konsumen. 
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Kualitas pelayanan dapat diterapkan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE). Dari hasil evaluasi SPBE Daerah di Provinsi Riau yang 

bersumber pada Keputusan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 1503 Tahun 2022 diketahui 

Kabupaten Kuantan Singingi berada pada posisi terbaik dengan indeks SPBE 

sebesar 2,96 karena dinilai mampu memanfaatkan teknologi untuk menciptakan 

berbagai inovasi pelayanan publik. Kuantan Singingi telah membuat berbagai 

aplikasi untuk mendukung penyelenggaraan e- government. Seperti Sistem e-

Tamu, Sertifikat Elektronik, E-Kinerja, Pelayanan Perizinan Online, E-Cepat dan 

dalam pembayaran pajak daerah seperti aplikasi EPendapatan dan E-BPHTB 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi bersama Badan 

Pertanahan Nasional (BPN) dan Bank Riau Kepri Syariah mengambil langkah 

untuk mengatasi permasalahan ini yakni dengan mengeluarkan inovasi berupa 

Elektronik Bea Perolehan Hak Tanah Dan Bangunan (E-BPHTB) yang 

merupakan layanan pembayaran, pelaporan dan pengungkit pembayaran BPHTB 

bagi wajib pajak atau Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) yang dilaunching 

Selasa (27/10/2020). Melalui inovasi E-BPHTB diharapkan dapat memangkas 

birokrasi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat 

lebih cepat dan lebih mudah mengetahui berapa besaran pajak BPHTB yang akan 

mereka bayarkan serta sebagai momentum untuk mengoptimalkan PAD Kuantan 

Singingi. Berikut tampilan dari website E-BPHTB Bapenda Kuantan Singingi:  



4 
 

 
 

 

Figure 1 Gambar 1.1 Halaman Utama Website E-BPHTB Kuantan Singingi 

Gambar 1.1 Halaman Utama Website E-BPHTB Kuantan Singingi 

(Sumber: https://e-pendapatan.kuansing.go.id/admin/dashboard.html) 

Berdasarkan tampilan pada halaman utama E-BPHTB Kabupaten Kuantan 

Singingi, terlihat adanya beberapa fitur informasi penting yang terintegrasi dalam 

satu dashboard. Dashboard ini menampilkan data terkait perpajakan daerah, 

khususnya BPHTB, yang dapat diakses dan dipantau secara real-time oleh petugas 

Bapenda. Informasi yang ditampilkan meliputi dashboard BPHTB yang memuat 

ringkasan transaksi dan penerimaan BPHTB, data pendapatan pajak daerah secara 

keseluruhan, informasi mengenai jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah 

(NPWPD) yang telah diterbitkan, status NPWPD yang masih dalam proses 

pengajuan, serta total keseluruhan wajib pajak yang terdaftar dalam sistem. 

Tampilan dashboard yang informatif ini memudahkan petugas dalam melakukan 

https://e-pendapatan.kuansing.go.id/admin/dashboard.html
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monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan perpajakan daerah, khususnya 

dalam pengelolaan BPHTB di Kabupaten Kuantan Singingi. 

Pemerintah daerah memungut jenis pajak tertentu yang dikenal sebagai 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). BPHTB adalah pajak 

perolehan hak atas tanah dan bangunan, sesuai dengan Pasal 1 Angka 41 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Selain itu, pada pasal 42 disebutkan perolehan hak tanah serta bangunan 

merupakan setiap perbuatan hukum atau kejadian yang menghasilkan terjadinya 

pembelian hak tanah dan bangunan oleh orang atau badan. Peneliti melaksanakan 

wawancara dengan Kepala Bapenda Kuantan Singingi sebagai tahap awal 

pengamatan, sebelum adanya aplikasi E-BPHTB pembayaran dilakukan secara 

manual. Wajib pajak harus mendatangi kantor Bapenda untuk melakukan 

serangkaian proses yang memakan waktu, dimulai dari mengisi formulir SSPD-

BPHTB secara tertulis, melakukan perhitungan nilai pajak, verifikasi berkas oleh 

petugas, hingga melakukan pembayaran di bank yang ditunjuk dan kembali ke 

kantor untuk validasi.  
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Tabel 1.1 : Target dan Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB) Kabupaten Kuantan Singingi 

Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Presentase (%) 

2020 1.650.000.000 2.486.199.221 150,68 

2021 8.500.000.000 2.555.502.606 124,3 

2022 8.500.000.000 3.689.263.589 102,2 

2023 10.000.000.000 101.284.672.763 135,2 

2024 15.000.000.000 5.255.747.834 191,3 

2025 15.000.000.000 8.977.586.138 198,7 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, 2026 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat setiap tahun adanya peningkatan 

target BPHTB yang ditetapkan oleh Bapenda Kuantan Singingi. Bapenda 

menjelaskan penetapan target ini didasarkan pada dua faktor utama yaitu potensi 

pajak BPHTB dan akumulasi hutang wajib pajak dalam BPHTB. Salah satu 

potensi utama pajak BPHTB Kuantan Singingi adalah berasal dari Program 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).  Kemudian penetapan target juga 

dihitung dari hutang BPHTB wajib pajak. Hutang BPHTB wajib pajak disebabkan 

karena kebijakan program PTSL adalah program strategis nasional yang 

memungkinkan penerbitan sertifikat tanah tanpa pelunasan BPHTB terlebih 

dahulu sehingga dalam dokumen sertifikat diberikan keterangan BPHTB nya 

masih terhutang. Namun karena hutang BPHTB itu merupakan piutang potensial 

yang suatu saat harus dibayar oleh wajib pajak. Jadi apabila di tahun sebelumnya 

masih banyak BPHTB yang belum dibayarkan maka untuk tahun berikutnya 
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penetapan target penerimaan bisa di tingkatkan. dapat dilihat dari tabel target dan 

realisasi BPHTB bahwa Meskipun tujuan untuk mencapai target pajak BPHTB 

Kabupaten Kuantan Singingi tercapai, Namun, data lapangan menunjukkan bahwa 

banyak masalah masih ada dengan pelayanan E-BPHTB di Kuantan Singingi. 

Sehingga muncul beberapa permasalahan yang sering terjadi pada 

pengelolaan BPHTB yaitu Pertama, administrasi yang kurang teratur, terutama 

saat mengisi formulir laporan BPHTB. Kedua, terkait validasi BPHTB terhadap 

hasil verifikasi nilai bangunan yang berbeda dibandingkan Nilai Perolehan Objek 

Pajak dan NJOP yang tertulis didalam SPPT PBB. Ketiga, administrasi BPHTB 

merupakan proses yang memakan waktu dan rumit. Dan walaupun pengurusan 

BPHTB di Kuantan Singingi telah dilakukan secara elektronik atau online melalui 

aplikasi dan website E-BPHTB namun kenyataannya masih ditemukan proses 

manual dalam pengurusannya sehingga belum sepenuhnya online atau masih semi 

manual, hal tersebut dapat terlihat karena berkas-berkas terkait pengurusan 

BPHTB masih harus diantarkan ke kantor oleh wajib pajak yang mengakibatkan 

masih ada biaya dan waktu lebih yang dibutuhkan. 

Aplikasi dan website E-BHTB merupakan konsep baru yang berpotensi 

memajukan pemerintahan daerah jika diterapkan secara efektif dan terus 

berinovasi tidak hanya musiman untuk membangun pemerintahan daerah yang 

inovatif. Dalam hal ini, aplikasi dan situs web E-BPHTB harus diterapkan secara 

konsisten oleh pemerintah. Sehingga dari uraian dan permasalahan diatas, maka 

peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam mengenai  “Kualitas 

Pelayanan Perpajakan Dalam Penerapan Aplikasi Bea Perolehan Hak atas 
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Tanah dan Bangunan (E-BPHTB Di Bapenda Kabupaten Kuantan 

Singingi”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah Proses  Kualitas Pelayanan Perpajakan Melalui Penerapan 

Aplikasi E-BPHTB Di Bapenda Kabupaten Kuantan Singingi? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan Kualitas Pelayanan 

Perpajakan Melalui Penerapan Aplikasi E-BPHTB Di Bapenda 

Kabupaten Kuantan Singingi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang akan didapatkan terdiri dari :  

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Sebagai bahan referensi dan bahan perbandingan dalam membahas dan 

mengkaji ilmu pengetahuan khususnya Kualitas Pelayanan Perpajakan Dalam 

Penerapan Aplikasi E-BPHTB Di Bapenda Kabupaten Kuantan Singingi serta 

untuk mengembangkan ilmu-ilmu yang telah didapatkan selama masa perkuliahan 

dan juga berguna bagi perkembangan ilmu administrasi publik. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat, 

lembaga pemerintah terkait, dan tentunya aparatur pelaksana kebijakan tersebut 

untuk dapat lebih meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan pemerintah 

jhususnya terkait Kualitas Pelayanan Perpajakan Dalam Penerapan Aplikasi E-

BPHTB Di Bapenda Kabupaten Kuantan Singingi secara maksimal. 
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                                                  BAB II 

                                     TINJAUAN PUSTAKA 

2.1Teori Ilmu Administrasi Publik 

Ilmu administrasi negara pada dasarnya adalah mempelajari seluruh 

kegiatan atau proses mengenai kerjasama di antara manusia untuk mencapai 

tujuan yang telah ditentukan. Kegiatan yang berupa kerjasama tersebut sifatnya 

umum dalam arti telah ada sejak jaman dahulu sampai sekarang. Kerjasama itu 

sendiri sifatnya dapat menjurus kearah pencapaian tujuan pribadi (privat) dan 

dapat pula menjurus kearah pencapaian tujuan masyarakat (publik). Oleh karena 

itu dalam pelaksanaannya ilmu adminisirasi berorientasi kepada pencapaian 

tujuan yang bersifat privat disebut dengan istilah "Administrasi Privat/Niaga". 

Sedangkan ilmu administrasi yang berorientasi kepada pencapaian tujuan 

masyarakat disebut dengan istilah "Administrasi Publik/Negara". Dengan 

demikian tidak heranlah apabila seluruh konsep, teori atau sistem analisis dari 

ilmu administrasi digunakan atau berlaku pula dalam administrasi niaga atau 

administrasi negara.   

Menurut Geoerge J. Gordon dalam buku Inu Kencana Administrasi negara 

adalah sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun 

perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan 

peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif, searta peradilan. Dari 

pendapat yang dikemukakan, selain adanya administrasi negara juga berkaitan 
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dengan hukum dan peraturan-peraturan yang di keluarkan oleh pemerintah. Dalam 

pengurusan administrasi negara harus berlandaskan hukum yang mengikatnya. 

Penyelenggaraan ilmu administrasi padadasarnya untuk mencapai tujuan 

secara efektif dan efisien. Oleh karena itu setiap kegiatan dalam administrasi 

diupayakan untuk tercapainya tujuan sesuai dengan yang direncanakan dan 

mengandung rasio terbaik antara masukan dengan keluaran. 

2.1.2 Teori Pelayanan Publik 

Istilah pelayanan berasal dari kata “layan” yang artinya menolong 

menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan 

melayani. Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara 

ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan 

kehidupan manusia (Sinambela, 2016). 

Ratminto (2017) mendefinisikan bahwa Pelayanan publik atau pelayanan 

umum dapat didefenisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam 

bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung 

jawab dandilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, didaerah, dan 

dilingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam 

rangkaupaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam 

rangkapelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 Sedangkan menurut Sinambela Pelayanan adalah setiap kegiatan yang 

dilakukan oleh pemerintah disetiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu 

kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak 

terikat pada suatu produk secara fisik. 
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Dari beberapa pengertian pelayanan publik yang diuraikan tersebut, dalam 

konteks pemerintah daerah, pelayanan publik dapat disimpulkan sebagai 

pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat 

dan/atauorganisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai 

dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk 

memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan. 

2.1.3 Kualitas Pelayanan 

Kualitas layanan adalah kualitas yang tidak dapat ditentukan oleh penyedia 

layanan (Service Penyedia layanan). Pengguna memiliki kekuatan untuk 

memutuskan apakah akan menerima layanan memadai, melebihi atau tidak 

memenuhi harapan (Thomas S. Kaihatu, 2015).  

(Boediono, 2018) mengatakan bahwa kualitas layanan adalah keandalan 

yang tidak pasti terhadap layanan yang diberikan, jika ada dengan apa yang 

diharapkan atau sebaliknya. Kualitas pelayanan adalah cara kerja di kantor pajak 

yang selalu berusaha untuk meningkatkan pelayanan permanen. Kualitas 

pelayanan pajak adalah suatu proses bantuan kepada wajib pajak dengan cara-cara 

tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya 

kepuasan dan keberhasilan. 

Teori pendukung pada penelitian ini dari Parasuraman , A., Zeithaml, V. 

A., & Berry, L. L. (Anggraini 2021). A Conceptual Model of Service Quality and 

Its Implications for Future Research. Journal of Marketing, 49(4), 41-50 

mengatakan bahwa “Kualitas pelayanan dapat didefinisikan sebagai persepsi 
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pelanggan terhadap sejauh mana harapan mereka terpenuhi oleh layanan yang 

diberikan”.  

Terdapat 5 dimensi kualitas pelayanan menurut Parasuraman Valarie A. 

Zeithaml, Leonard L. Berry. (Anggraini, 2021). yaitu: 

1. Tangible (bukti fisik) : kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan 

dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dan pelayanan yang 

di berikan.  

2. Reliability (kehandalan) : kemampuan perusahaan untuk memberikan 

pelayanan sesuai yang disajikan secara akurat dan terpercaya. 

3. Responsiveness (ketanggapan) : suatu kemauan untuk membantu dan 

memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan, dengan 

penyampaiaan informasi yang jelas.  

4. Assurance (jaminan) : pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan 

para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para 

pelanggan kepada perusahaan.. 

5. Empaty : memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau 

pribadi yang di berikan kepada para pelanggan dengan berupaya 

memahami keinginan pelanggan.. 

2.1.4 Teori Kebijkan Publik 

Kebijakan publik adalah konsep yang kompleks dan mencakup berbagai 

pandangan yang berbeda dari para ahli. Pada dasarnya, kebijakan publik merujuk 

pada serangkaian tindakan yang dirancang oleh pemerintah atau kelompok-

kelompok tertentu untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat. Kebijakan 
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publik juga berkaitan dengan cara pemerintah atau aktor-aktor yang terlibat dalam 

pemerintahan merespons masalah-masalah yang muncul dalam lingkungan sosial, 

ekonomi, dan politik (Dwidjowijoto, 2018). 

Adapun David Easton memberikan perspektif yang sedikit berbeda dengan 

mendefinisikan kebijakan publik sebagai akibat dari aktivitas pemerintah. Dalam 

pandangannya, kebijakan publik dilihat sebagai hasil dari berbagai tindakan yang 

dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsinya. Dengan kata lain, 

kebijakan publik mencakup semua tindakan dan keputusan pemerintah yang 

berdampak pada masyarakat secara keseluruhan. Definisi ini menunjukkan bahwa 

kebijakan publik tidak hanya terbatas pada program atau rencana, tetapi juga 

mencakup dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat. 

Sementara itu, James Anderson menyoroti kebijakan publik sebagai suatu 

tindakan yang disengaja dan direncanakan dengan tujuan tertentu serta diikuti 

oleh satu atau lebih aktor kebijakan untuk mengatasi masalah-masalah yang 

menjadi perhatian utama mereka. Ia juga menunjukkan bahwa kebijakan publik 

bersifat relatif stabil. Hal itu berarti bahwa kebijakan tersebut tidak berubah secara 

drastis dalam waktu singkat, tetapi memiliki durasi implementasi yang cukup 

panjang. Misalnya, dalam kasus meningkatnya tingkat kriminalitas di suatu kota, 

kebijakan publik yang dirancang untuk mengatasi masalah tersebut dapat berupa 

penguatan keamanan melalui penambahan personel kepolisian atau program 

rehabilitasi untuk pelaku kejahatan 
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2.1.5 Teori Pajak       

Pajak merupakan iuran wajib yang ditunaikan oleh rakyat kepada negara 

tanpa memperoleh imbalan secara langsung (Waluyo, 2017) dengan tujuan 

mencapai kesejahteraan umum seperti pembangunan infrastruktur, fasiltas 

pendidikan, sosial dan lain-lain.  

Thomas Sumarsan (2017:9) menyebutkan bahwa Wajib Pajak adalah pihak 

yang memiliki kewajiban untuk membayar, memotong, dan memungut pajak 

dengan tetap memperhatikan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

perundangundangan yang berlaku. Pihak tersebut bisa berupa orang pribadi 

maupun badan 

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 

2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak merupakan 

sumbangan wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan 

pemaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan ganti rugi 

secara langsung dan digunakan uintuk kebutuhan dari negara untuk kemakmuran 

sebesar-besarnya rakyat. 

Terdapat dua fungsi pajak, antara lain (Waluyo, 2016) yaitu:  

a. Fungsi Penerimaan (Budgeter) Pajak yang berfungsi sebagai sumber uang 

yang ditujukan untuk membayar pengeluaran pemerintah. 

b. Fungsi Mengatur (Reguler) Pajak yang digunakan untuk melaksanakan 

atau mengelola agenda sosial dan ekonomi. 

c. Fungsi Stabilitas Dengan pajak, pemerintah memiliki dana untuk 

menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga.
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d. Fungsi Redistribusi Pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara 

akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk 

juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka 

kesempatan kerja, yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan 

masyarakat. 

2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak     

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga macam, yaitu : 

a) Official Assessment System Suatu sistem pemungutan pajak yang 

memberikan kewenangan kepada pemungut pajak (fiskus) untuk 

memperkirakan berapa pajak yang terutang oleh pihak tertentu. 

b) Self Assessment System Metode pengumpulan pajak yang 

sepenuhnya memberdayakan wajib pajak untuk mengetahui 

kewajiban pajak mereka, menyetorkannya, dan melaporkannya 

sendiri. 

c) Withholding System Suatu teknik pemungutan pajak yang 

memungkinkan pihak luar untuk memungut atau memotong jumlah 

pajak yang terutang. 

2.1.7 Pelayanan Perpajakan 

Pelayanan Pajak adalah layanan yang diberikan oleh instansi pemerintah 

dalam melayani keperluan orang atau masyarakat berkaitan dengan perpajakan. 

Pelayanan ini bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak dan meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak. Pelayanan Pajak terdiri dari berbagai macam jenis, seperti 

pengurangan ketetapan PBB, pembetulan SPPT PBB, pembatalan SPPT PBB, 
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pengembalian kelebihan pembayaran PBB (restitusi), kompensasi pembayaran 

PBB/BPHTB, dan lain-lain.  

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, dalam Mardiasmo (2009:1), 

pengertian atau pengertian pajak adalah : Pajak adalah sumbangan yang dilakukan 

oleh warga negara kepada kas negara menurut undang-undang (yang dapat 

dilaksanakan) tanpa adanya tanda terima. kontra-kinerja, atau layanan timbal 

balik, yang digunakan untuk menutupi biaya publik.Dari pengertian tersebut jelas 

bahwa pajak mengandung komponen-komponen sebagai berikut: 

1. Sumbangan masyarakat kepada negara. Satu-satunya entitas yang 

mempunyai kewenangan memungut pajak adalah Negara. Sumbangan 

tersebut berbentuk uang tunai dan bukan barang dagangan. 

2. Berbasis hukum: Pajak dikenakan menurut undang-undang dan peraturan 

pelaksanaannya.  

3. Apabila tidak ada jasa balasan atau timbal balik dari Negara yang dapat 

ditunjuk secara langsung. Pelanggaran pemerintah secara individual tidak 

dapat ditunjukkan dalam pembayaran pajak. Martiasmo (2009:1).  

Para ahli di bidang hukum internasional, ekonomi, dan keuangan negara 

telah memberikan definisi atau pengertian pajak sebagai berikut sebagai dasar 

perbandingan dengan yang lain: Dalam buku Traite de la Science des Finances 

tahun 1906, Leroy Beaulieu mendefinisikan perpajakan sebagai pendanaan untuk 

pengeluaran pemerintah yang dikenakan baik secara langsung maupun tidak 

langsung oleh pemerintah kepada masyarakat atau melalui penjualan produk. 

(R.Santoso Brotodihadjo:2003) Menurut rumusan Prof.Dr.P.J.A. Andriani, Pajak
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merupakan sumbangan kepada negara yang dapat dipaksakan dan terutang oleh 

mereka yang wajib membayarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

tanpa imbalan. Pajak dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

umum yang berkaitan dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan      

(R. Santoso Brotodihardjo:2003). Menurut Prof. Dr.Rochmat Soemitro SH, dalam 

asas hukum perpajakan dan pajak penghasilan, pajak adalah sumbangan 

masyarakat terhadap kas negara yang berdasarkan undang-undang dan dapat 

digunakan untuk mendanai pengeluaran umum tanpa memerlukan jasa timbal 

balik (kriteria kinerja). Kesimpulan mengenai ciri-ciri atau komponen utama 

pengertian pajak dapat diambil dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di 

atas, yaitu: 

1. Undang-undang mengatur bagaimana pajak dipungut. Hal ini cukup 

mendasar: pembatasan menurut undang-undang harus menjadi dasar 

pemungutan pajak. Intinya, beban pajak ditanggung masyarakat. Rakyat 

yang diwakili oleh lembaga-lembaga yang mewakili rakyat harus 

menyetujui dasar pengenaan pajak dan tarif pajak. Hasil dari perjanjian ini 

dituangkan dalam sebuah undang-undang yang wajib dipatuhi oleh semua 

pihak untuk menghindari kewajiban perpajakan. 

2. Pajak dapat ditegakkan. Sesuai peraturan perundang-undangan, 

pemerintah dapat mengambil tindakan hukum terhadap wajib pajak 

apabila kewajiban perpajakannya tidak dipenuhi. Undang-undang 

perpajakan yang disahkan oleh wakil-wakil rakyat tentunya memberikan 

kewenangan kepada fiskus untuk memaksa wajib pajak memenuhi 
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kewajiban perpajakannya. Sebagai pemungut pajak, fiskus mempunyai 

kewenangan untuk memaksa wajib pajak untuk memenuhi kewajiban 

perpajakannya. 

3. Dirancang untuk membiayai inisiatif umum pemerintah. Pemerintah 

membutuhkan uang untuk membiayai operasionalnya, yang meliputi 

pemeliharaan keadilan, penegakan hukum, kesejahteraan, dan pelaksanaan 

tugas pertahanan. Uang yang dihimpun dari masyarakat melalui pajak 

digunakan untuk biaya tugas yang harus dilaksanakan pemerintah. 

4. Uang yang dibayarkan wajib pajak kepada pemerintah tidak langsung 

dikembalikan kepada mereka. Wajib Pajak tidak serta merta menerima 

nilai, imbalan, atau manfaat dari pemerintah. Uang yang dibayarkan wajib 

pajak kepada pemerintah digunakan untuk keperluan umum pemerintahan. 

5. Berfungsi sebagai tujuan umum dan alat penganggaran, pajak digunakan 

untuk mendanai anggaran kas negara atau pendapatan negara, yang 

digunakan untuk pendanaan pemerintah umum yang bersifat rutin dan 

terkait dengan pembangunan. Untuk mencapai tujuan tertentu, pajak 

biasanya digunakan sebagai alat regulasi atau implementasi kebijakan 

sosial dan ekonomi yang ditetapkan negara. (Kurnia, Siti, 2010:21–25). 

Menjunjung tinggi prinsip pemungutan pajak ketika memilih alternatif 

pemungutan pajak sangat penting untuk mencapai tujuan pemungutan pajak. 

sedemikian rupa sehingga pemungutan pajak sejalan dengan tujuan dan prinsip 

yang tetap diperlukan, khususnya pengetahuan tentang perlakuan pajak yang
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spesifik. Menurut buku Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Cause of the 

Wealth of Nationspedoman berikut harus menjadi dasar pengumpulan pajak: 

1. Equality  

Pemungutan pajak yang adil dan merata berarti bahwa pajak harus 

dikenakan kepada masyarakat secara proporsional dengan pendapatan dan 

manfaat yang diterimanya. Agar pembelanjaan pemerintah adil, setiap 

wajib pajak harus memberikan kontribusi sepadan dengan kebutuhan. 

2. Certainty 

Penentuan pajak tidak dilakukan secara sembarangan. Oleh karena itu, 

wajib pajak harus mengetahui sepenuhnya kewajiban perpajakan, tanggal 

jatuh tempo, dan jumlah pasti utangnya. 

3. Convenience 

Kepraktisan Waktu pembayaran pajak wajib pajak hendaknya bertepatan 

dengan masa-masa ketika ia tidak dibebani, misalnya pada saat menerima 

uang. Bayar sesuai Pendapatan adalah nama metode pengumpulan ini. 

4. Economy 

Perekonomian Dari segi perekonomian, beban yang ditanggung oleh wajib 

pajak diantisipasi serendah mungkin, begitu pula dengan biaya yang 

terkait dengan pengumpulan dan pemenuhan kewajiban pajak mereka. 

(Waluyo, 2010:13). 

Kualitas pelayanan perpajakan menjadi aspek penting yang mempengaruhi 

kepuasan pengguna terhadap aplikasi E-BPHTB. Dalam konteks perpajakan, 
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kualitas pelayanan perpajakan menjadi faktor penting bagi kepatuhan perpajakan 

dan kepuasan pengguna. 

Boediono (2016) sebagaimana dikutip dalam penelitian Sri Rustiyaningsih 

(2018) mengemukakan pengertian pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada 

orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan 

interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan. Keputusan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, 

memberikan pengertian pelayanan publik yaitu segala kegiatan pelayanan yang 

dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan public 

sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun 

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Definisi pelayanan pajak 

menurut Boediono (2018) sebagaimana dikutip dalam penelitian Bayu Caroko 

(2020) adalah suatu proses bantuan kepada wajib pajak dengan cara-cara tertentu 

yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya 

kepuasan dan keberhasilan. 

 Sementara itu, pelayanan fiskus yaitu segala kegiatan pelayanan yang 

diberikan oleh petugas pajak dalam membantu, membimbing, atau menyiapkan 

segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban 

perpajakannya (Emielia Mareta, 2020). Menurut Debby Farihun Najib (2021) 

pelayanan pajak (tax service) bertujuan untuk memberikan kenyamanan, 

keamanan, dan kepastian bagi wajib pajak di dalam pemenuhan kewajiban dan 

haknya di dalam bidang perpajakan 
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Kualitas pelayanan pajak merupakan salah satu hal yang meningkatkan minat 

wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan diharapkan petugas 

pelayanan pajak harus memiliki kompetensi yang baik terkait segala hal yang 

berhubungan dengan perpajakan di Indonesia (I Gede Putu Pranadata, 2018). 

2.1.8  Teori Aplikasi E-BPHTB 

Aplikasi E-BPHTB ( Electronic Bea Sistem atas Tanah dan Bangunan) 

adalah sistem elektronik yang digunakan untuk pengelolaan dan pembayaran Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) secara online. BPHTB adalah 

pajak yang dikenakan atas perolehan ha katas tanah/bangunan, seperti jual beli, 

hibah, atau waris. 

Aplikasi E-BPHTB bertujuan untuk : 

1. Meningkatkan efisiensi : Mempermudah proses pengajuan, 

perhitungan, dan pembayaran BPHTB tanpa harus dating ke kantor 

pajak secara fisik. 

2. Transparansi : Memungkinkan wajib pajak memantau status 

pengajuan dan pembayaran secara real-time. 

3. Kemudahan akses : Wajib pajak bias mengakses layanan dari mana 

saja dengan koneksi internet. 

4. Mengurangi birokrasi : Meminimalkan interaksi langsung dengan 

petugas, mempercepat proses. 

Fitur umum E-BPHTB meliputi : 

1. Pendaftaran dan login akun. 

2. Pengajuan permohonan BPHTB secara online. 

3. Perhitungan otomatis nilai pajak. 
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4. Pembayaran melalui e-payment (missal : bank, e-wallet)` 

5. Pelaporan dan cetak bukti pembayaran 

2.2 Kerangka Berpikir 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

sun 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : olahan peneliti 2026 

2.3 Hipotesis Kerja 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian biasanya ditulis dalam 

bentuk pertanyaan dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru 

berdasarkan teori yang relavan, belum didasarkan fakta-fakta empiris melalui 

pengumpulan data 

Kualitas Pelayanan Perpajakan Dalam Penerapan Aplikasi Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan Bnagunan (E-BPHTB) di Bapenda Kabupaten Kuantan 

Singingi 

Indikator Kualitas Pelayanan :  

1. Tangible (Bukti Fisik)  

2. Realibility (Keandalan)  

3. Responsiveness (Ketanggapan) 

4. Assurance (Jaminan)  

5. Emphaty (Empati) 

Sumber : Parasuraman Valarie A. 

Zeithaml, Leonard L. Berry. 

(Anggraini, 2021) 

Tercapainya Kualitas Pelayanan Perpajakan Dalam Penerapan Aplikasi Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (E-BPHTB) di Bapenda Kabupaten 

Kuantan Singingi 
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Berdasarkan dari perumusan masalah penulis maka hipotesis yang dibuat 

sebagai berikut: diduga sementara bahwa Kualitas Pelayanan Perpajakan Dalam 

Penerapan Aplikasi Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan (E-BPHTB) di 

Bapenda Kabupaten Kuantan Singingi. 

2.4 Definisi Operasional 

 Definisi operasional merupakan batasan dalam penulisan untuk 

memberikan arah dan kejelasan dalam penelitian serta  mempermudah pandangan 

dan memudahkan analisa agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menggunakan 

konsep-konsep dan isitilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti 

memberikan definisi secara konseptual terhadap variabel penelitian yang 

berhubungan dengan kerangka berpikir yang telah dikemukakan sebelumnya. 

Sesuai dengan kerangka berpikir yang dijabarkan, maka peneliti 

memberikan definisi secara konseptual terhadap variable variable penelitian yang 

berhubungan dengan kerangka berpikir yang telah dikemukakan tersebut. 

Terdapat 5 dimensi kualitas pelayanan menurut Parasuraman Valarie A. 

Zeithaml, Leonard L. Berry. (Anggrani, 2021). yaitu: 

1. Bukti Fisik (Tangible) Yaitu tersedianya fasilitas fisik, perlengkapan 

dan sarana komunikasi, dan lain-lain yang bisa dan harus ada dalam proses 

jasa atau pelayanan.  

2. Ketanggapan (Responsiveness) Yaitu kemauan atau keinginan para 

karyawan untuk membantu memberikan jasa yang dibutuhkan oleh 

konsumen oleh nasabah.  
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3. Kehandalan (Reliability) Merupakan kemampuan untuk memberikan 

pelayanan yang dijanjikan dengan tepat (accurately) dan kemampuan 

untuk dipercaya (dependaply), terutama memberikan jasa secara tepat 

waktu, dengan cara yang sama sesuai dengan jadwal yang telah dijanjikan 

dan tanpa melakukan kesalahan.  

4. Jaminan (Assurance) Meliputi pengetahuan, kemampuan, keramahan, 

kesopanan, dan sifat dapat dipercaya dari kontak personal untuk 

menghilangkan sifat keragu-raguan konsumen dan membuat mereka 

merasa terbebas dari bahaya dan risiko. 

 5. Empati (Empathy) Meliputi sikap kontak personal atau perusahaan 

untuk memahami kebutuhan atau kesulitan, konsumen, komunikasi yang 

baik, perhatian pribadi, dan kemudahan untuk melakukan komunikasi atau 

hubungan. 
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2.5 Operasional Variabel 

Tabel II.1  : Operasional Variabel Penelitian Kualitas Pelayanan 

Perpajakan dalam Penerapan Aplikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (E-BPHTB) di Bapenda Kabupaten Kuantan Singingi. 

Konsep Variabel Indikator Item Penilaian Ukuran 

Evaluas

i 

Kualitas 

Pelayanan 

Perpajaka

n dalam 

Penerapan 

Aplikasi 

Bea 

Perolehan 

Ha katas 

Tanah dan 

Bangunan 

di 

Bapenda 

Kabupate

n Kuantan 

Singingi. 

a. Tangible (bukti 

fisik) 

a. Personil 

dalam 

penyampai

an  aplikasi 

BPHTB 

b. Fasilitas 

fisik untuk 

Kemudaha

n pengguna 

dalam 

melakukan 

pembayara

n melalui 

aplikasi 

BPHTB 

 

Sangat 

Baik 

Cukup 

Baik 

Kurang 

Baik  

Tidak 

Baik 

  b. Reability 

(keandalan) 

a. Tanggung 

jawab  

yang 

diberikan 

aplikasi 

BPHTB 

b. Data yang 

diberikan 

tepat waktu 

dalam 

aplikasi 

BPHTB 

konsistensi 

Sangat 

Baik 

Cukup 

Baik 

Kurang 

Baik  

Tidak 

Baik 

  c. Responsiveness 

(ketanggapan) 

a. Tanggapan 

cepat dari 

aplikasi 

BPHTB 

b. Pelayanan 

standby 

untuk 

memenuhi 

kebutuhan 

pengguna 

Sangat 

Baik 

Cukup 

Baik 

Kurang 

Baik  

Tidak 
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 Baik 

  d. Assurance 

(jaminan) 
 
 
 
 

 

a. Kemampua

n 

komunikasi 

yang baik  

untuk 

mengerti 

Kebutuhan 

Pengguna 

b. Kesopanan 

dalam 

pelayanan 

kebutuhan 

pengguna 

Sangat 

Baik 

Cukup 

Baik 

Kurang 

Baik  

Tidak 

Baik 

  e. Emphaty 

(empati) 

a. Keramahan 

dalam 

pelayanan  

untuk 

mengerti 

Kebutuhan 

Pengguna 

b. Keamanan 

dalam 

pelayanan 

kebutuhan 

pengguna  

Sangat 

Baik 

Cukup 

Baik 

Kurang 

Baik  

Tidak 

Baik 
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                                                     BAB III 

                                       METODE PENELITIAN 

3.1  Jenis Penelitian 

 Menurut Sugiyono (2016) jenis penelitian yang digunakan deskriptif yaitu 

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu 

variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau 

menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Jadi, penelitian 

ini berusaha menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. 

Sedangkan metode yang digunakan peneliti adalah kualitatif. Data kualitatif 

menurut Sugiyono (2016) adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan 

gambar. 

Alasan menggunakan metode ini adalah karena peneliti ingin memahami 

fenomena dan kondisi alam yang ada, bukan dalam kondisi terkendali, 

laboratorium atau eksperimen. Selain itu, karena peneliti perlu membawa subjek 

penelitian langsung kelapangan, maka lebih cocok menggunakan penelitian 

kualitatif deskriptif. Fokus pada isu-isu kunci dari penelitian ini artinya, 

menggambarkan bagaimana pelaksanaan Kualitas Pelayanan Perpajakan Dalam 

Penerapan Aplikasi E-BPHTB di Bapenda Kabupaten Kuantan Singingi dan apa 

saja faktor yang menghambat pelaksanaan Kualitas Pelayanan Perpajakan Dalam 

Penerapan Aplikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (E-BPHTB) di 

Bapenda Kabupaten Kuantan Singingi. 



29 
 

 
 

Peneliti menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan data yang 

diperoleh peneliti sebagai hasil penelitian. Dengan menggunakan metode ini 

peneliti akan memperoleh data yang lengkap, dan dapat menggambarkan dengan 

jelas, sehingga hasil penelitian ini benar-benar memenuhi kondisi lokasi yang ada. 

3.2 Informan 

 Informan penelitian adalah individu yang mempunyai kemampuan 

mengetahui atau menguasai informasi yag berhubungan dengan masalah 

penelitian. Informan penelitian ini adalah: 

Tabel 3.1 Data Informan 

Sumber : Olahan Peneliti 2026 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Penelitian 

 Menurut Sugiyono (2016) jenis penelitian yang digunakan deskriptif yaitu 

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu 

variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau 

menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Jadi, penelitian 

ini berusaha menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. 

Sedangkan metode yang digunakan peneliti adalah kualitatif. Data kualitatif 

menurut Sugiyono (2016) adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan 

gambar.

NO JABATAN JUMLAH 

1.  Kepala Dinas Bapenda Kuantan Singingi 1 Orang 

2.  Staf pegawai Bapenda Kuantan Singingi 2 Orang 

3.  Masyarakat 5 Orang 
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3.3.2 Sumber Data 

a. Data primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden yang 

merupakan sumber utama dalam penelitian ini, yakni data yang diperoleh dari 

hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah ditetapkan.  

b. Data sekunder 

Menurut Sugiyono (2016:156), data sekunder adalah data yang diperoleh 

melalui perantara instansi-instansi pemerintah yang terkait erat dengan penelitian 

ini atau sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data 

yang biasanya melalui perantara lewat orang lain atau dokumen-dokumen seperti 

buku-buku, artikel-artikel serta dokumentasi berupa rekaman suara dan foto-foto 

sebagai bukti penelitian ini benar dilakukan. 

3.4 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam memadu 

dan mengarahkan jalanya suatu penelitian. Adapun batasan penelitian yang 

menjadi fokus pada peneliti ini seperti yang dijelaskan dalam kerangka berpikir 

penelitian, yaitu dengan menjelaskan Bagaimana Kualitas Pelayanan Perpajakan 

Dalam Penerapan Aplikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (E-

BPHTB) di Bapenda Kabupaten Kuantan Singingi 

3.5 Lokasi Penelitian 

 Lokasi  penelitian ini dilakukan di Bapenda Kabupaten Kuantan Singingi 
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3.6 Teknik Pengumpulan Data 

3.6.1 Observasi  

 Pengumpulan data dengan pengamatan langsung terhadap fenomena-

fenomena yang berkaitan dengan fokus penelitian serta mencatat kedalam catatan 

penelitian 

3.6.2 Wawancara 

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengontruksi 

mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya 

yang di lakukan dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dengan orang yang diwawancarai. Wawancara adalah teknik 

pengumpulan data kualitatif dengan menggunakan instrument yaitu pedoman 

wawancara. 

Jenis wawancara yang dilakukan adalah wawancra terstruktur, artinya 

wawancara ini menggunakan daftar pertanyaan (Pedoman Wawancara) yang telah 

disusun sebelumnya sesuai dengan tujuan penelitian. Wawancara ini akan 

dilakukan dengan informan yaitu pihak pihak yang terlibat dalam Kualitas 

Pelayanan Perpajakan Dalam Penerapan Aplikasi E-BPHTB di Bapenda 

Kabupaten Kuantan Singingi. 

3.6.3  Dokumentasi 

 Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia 

dalam catatan dokumen. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-

karya monumental dari seseorang. Dalam hal ini peneliti mempelajari dokumen-

dokumen yang berhubungan dengan fokus permasalahan yang di teleti yaitu 

mengenai Kualitas Pelayanan Perpajakan Dalam Penerapan Aplikasi E-BPHTB di
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Bapenda Kabupaten Kuantan Singingi.Teknik ini digunakan untuk mempertajam 

dan memperkuat data yang telah peneliti peroleh dilapangan. 

3.7 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan teknik analisis data kualitatif mengikuti konsep yang diberikan oleh 

Miles dan Hiberman (2018) yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis 

data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus 

pada setiap tahapan penelitian. Menurut Miles dan Hiberman (2020) mengatakan 

bahwa analisis data kualitatif model interaktif, terdiri dari beberapa komponen, 

diantara lain : 

3.7.1 Reduksi Data (data reduction) 

Pada tahap ini peneliti mencoba untuk memilih data-data yang dianggap 

sesuai dengan penelitian untuk kemudian dilakukan perangkuman, memilih data 

pokok, dan memfokuskan pada hal yang penting. Setelah itu, peneliti mencoba 

untuk menentukan tema dan polanya serta membuang hal-hal yang tidak masuk 

dalam penelitian. 

3.7.2 Penyajian Data (data display) 

Peneliti menyajikan dalam bentuk data termasuk di dalamnya uraian 

singkat atau narasi dengan tujuan untuk menjelaskan berbagai hubungan antar 

kategori. 

3.7.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (conclusion drawing dan vervication) 

Kesimpulan yang ditarik oleh peneliti masih bersifat sementara, sampai 

peneliti menemukan data-data dan informasi yang dapat menguatkan hasil 

penelitian ini. 
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3.8 Jadwal Penelitian 

Tabel III. 2 : Jadwal Kegiatan Penelitian kualitas pelayanan perpajakan dalam 

penerapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (E-

BPHTB) di Bapenda Kabupaten Kuantan Singingi 

No Kegiatan 

Bulan dan Minggu dalam Tahun 2025-2026 

September Oktober November Desember Januari Februari 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Pengajuan 
Judul 
Proposal 

X 
          

 
            

2 
Pembuatan 
Proposal 

  
X 

                     

3 
Bimbingan 
Proposal 

      
X X X X 

              

4 
Seminar 
Proposal 

          
X 

             

5 
Revisi 
Proposal 

           
X             

6 
Pembuatan 
Skripsi 

           
 X X X X X X X      

7 
Bimbingan 
Skripsi 

           
        X X X   
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                                                    BAB IV 

                     GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

4.1  Sejarah Tempat Penelitian  

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi  

kabupaten kuantam singingi terletak pada posisi 0°00’-1°00’ Litang selatan 

dan 101°02’-101°55’ Bujur Timur dengan luas wilayah 7.656.03 km2 dengan 

ketinggian berkisar 25-30 meter diatas permukaan laut. Kabupaten kuantan 

singingi merupakan sebuah kabupaten pemerintah dari kabupaten Indragiri Hulu 

yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 

pembentukan kabupaten pelalawan. Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, 

Kabupaten Kunatan Singingi dan Kota Batam, dengan Ibukota Teluk Kuantan. 

Jarak antara Teluk Kuantan dengan pekanbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Riau 

Pekanbaru adalah 160 km. batas wilayah administrasi Kabupaten Kuantan 

Singingi adalah sebagai berikut : 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan 

Provinsi Riau 

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi 

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatra 

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi 

Riau 

Kabupaten kuantan singingi berada pada wilayah perbatasan 3 Provinsi, 

yaitu Provinsi Riau Jambi Dan Sumatra Barat. Secara administrasi kabupaten 

kuantan singingi dibagi 15 kecamatan. 11 kelurahan dan 218 desa. Kecamatan
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dengan jumah desa terbanyak adalah Kecamatan Kuantan Mudik, yaitu sebanyak 

23 desa dan paling sedikit terdapat di kecamatan Pucuk Rantau sebanyak 10 desa. 

Kecamtan dangan luas wilayah teluas adalah Kecamtan Singingi  (1.953.66 km2). 

Kemudian diikuti dengan Kecamatan Hilir (1.530.97 km2). 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem 

perencanaan pembangunan Nasional dan peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 

2008 tantang tahapan, tata cara penyusunan. Pengendalian dan evaluasi 

pelaksanaan rencanan rencanan pembangunan daerah. Visi adalah rumusan umum 

mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periodee perencanaan. Visi 

pemerintah kabupaten kuantan singingi tahun 2016-2021 adalah Tewujudnya 

Kabupaten Kuantan Singingi Yang Unggul, Sejahtera, dan Agamis Di Provinsi 

Riau Tahun 2021. 

Adapun makna pernyataan visi pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi di 

atas adalah : 

1. Unggul adalah peningkatan kemampuan perekonomian masyarakat, 

derajat kesejahteraan, mutu pendidikan, infrastruktur dan pariwisata. 

2. Sejahtera adalah suatu kondisi masyarakat dalam keadaan makmur 

yang tidak lagi memikirkan kebutuhan desa, dalam kehidupan tentram, 

tertip dan harmonis 

3. Agamis adalah suasana kehidupan sosial kemasyarakatan yang rukun 

dan damai dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

Misi 
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1. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih dengan 

pelayanan publik yang prima 

2. Meningkatkan sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan produktif 

3. Mengembangkan perekonomian masyarakat yang mandiri dan bersaya 

saing guna meningkaykan kualitas hidup masyarakat berbasis pertanian 

dan pariwisata 

4. Meningkatkan tata kelola sumber daya alam berdasarkan perencanaan 

tata ruang yang berwawasan lingkungan 

5. Meningkatkan suasanan kehidupan yang agamis dan melestarikan nilai-

nilai budaya 

4.1.2  Keadaan Geografis 

Berdasarkan astronomis, Kuantan Singingi terletak antara 0°00-1°00 

Lintang Selatan dan 101°02-101°55 bujur timur. Berdasarkan posisi geografisnya, 

Kabupaten Kuantan Singingi memiliki batas-batas : Utara- Kabupatan Kampar 

dan Kabupaten Pelalawan, Selatan – Provinsi Jambi, Barat – Kabupaten Indragiri 

Hulu. Kuantan Singingi terdiri dari 15 Kecamatan yaitu Kuantan Mudik, Hulu 

Kuantan, Gunung Toar, Pucuk Rantau, Singingi, Singingi Hilir, Kuantan Tengah, 

Sentajo Raya, Benai, Kuantan Hilir, Pangean, Ligas Tanah Darat, Kuantan Hilir 

Sebrang, Cerenti Dan Inuman. Wilayah Kabuparen Kuanyan Singingi pada 

awalnya adalah beberapa kecamatan dibawah Kabupaten Indragiri Hulu. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Kabupaten Indragiri Hulu 

dimekarkan menjadi 2 Kabupaten taitu Kabupaten Indaragiri Hulu dan Kabupaten
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Kuantan Singingi. Saat ini Kabupaten Kuantan Singingi telah menjadi sebuah 

Kabupaten definitive yang mencapai 15 Kecamatan. 

Jarak antara Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan : 

1. Teluk Kuantan – Lubuk Jambi : 22 Km 

2. Teluk Kuantan – Lubuk Ambacang : 33 Km 

3. Teluk Kuantan – Kampong Baru : 10 Km 

4. Teluk Kuantan – Pangkalan : 70 Km 

5. Teluk Kuantan – Muara Lembu : 35 Km 

6. Teluk Kuantan – Koto Baru : 52 Km 

7. Teluk Kuantan – Koto Sentajo : 8 Km 

8. Teluk Kuantan – Benai : 10 Km 

9. Teluk Kuantan – Baserah : 36 Km 

10. Teluk Kuantan – Koto Rajo : 45 Km 

11. Teluk Kuantan – Pangean : 30 Km 

12. Teluk Kuantan – Perhantian Luas : 48 Km 

13. Teluk Kuantan – Cerenti : 60 Km 

14. Teluk Kuantan – Inuman : 47 Km 

Berdasrkan posisi geografisnya, Kabupaten Kuantan Singingi memiliki 

batas-batas : Utara – Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan Selatan- 

Provinsi Jambi, Barat – Provinsi Sumatra Barat, Timur – Kabupaten Indragiri 

Hulu. Kabupaten Kuntan Singingi pada umumnya beriklim tropis dengan suhu 

udarah maksimum berkisar antara 32,6°Celsius 36,5° Celsius dan suhu minimum 
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berkisar antara 19,2° Celsius - 22° Celsius. Curah hujan pada 2015 berkisar antara 

25,57 – 498,70 mm per tahun. 
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4.1.3 Profil Badan Pendapatan Asli Daerah Kuantan Singingi 

Skema struktur organisasi badan pendapatan asli daerah Kabupaten Kuantan 

Singingi tahun 2026 dapat dilihat sebagai berikut 
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bapenda Kabupaten Kuantan Singingi 2026 
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Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kuantan Singingi Tahun 2026 

 

Berikut ini diuraikan skema struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2026, sesuai dengan Peraturan Bupati Kuantan 

Singingi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan 

Singingi: 

a. Kepala Badan; 

b. Sekretariat, membawahkan: 

1) Subbagian Umum; 

2) Kelompok Jabatan Fungsional. 

c. Bidang Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan, membawahkan: 

1) Subbidang Pendaftaran dan Pendataan; 

2) Subbidang Penetapan dan Pengolahan Data; dan  

3) Kelompok Jabatan Fungsional. 

d. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan, membawahkan:  

1) Subbidang Penagihan; 

2) Subbidang Pemeriksaan; dan 

3) Kelompok Jabatan Fungsional. 

e. Bidang Penerimaan, membawahkan: 

1) Subbidang Penerimaan Pajak dan Restribusi Daerah Lainnya;  

2) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan; dan 

3) Kelompok Jabatan Fungsional. 

f. Bidang PBB-P2 dan BPHTB, membawahkan: 
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1) Subbidang Pelayanan dan Pendataan PBB-P2 dan BPHTB; 

2) Subbidang Penilaian dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB; dan  

3) Subbidang Pengolahan Data dan Informasi PBB-P2 dan BPHTB. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Eselonisasi masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:   

a. Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon IIIb, atau Jabatan 

Administrator; 

b. Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon IIb, atau Jabatan 

Pimpinan Tinggi Pratama; 

c. Sekretaris Badan merupakan jabatan struktural eselon IIIa, atau Direktur 

Badan; dan 

d. Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IVa, atau Jabatan 

Pengawas. 

Tugas Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB  

1. Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB bertugas menyusun kebijakan teknis, 

pelaksanaan, penilaian, dan pelaporan di bidang PBB-P2 dan BPHTB 

Fungsi Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB  

1. Penyusunan rencana operasional dan jadwal kerja Bidang PBB-P2 dan 

BPHTB; 

2. Mengoordinasikan, memfasilitasi, dan analisis hasil pelaksanaan tugas di 

bidang PBB-P2 dan BPHTB; 

3. Menghimpun sumber daya untuk penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 
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teknis di bidang BPHTB dan PBB-P2; 

4. Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan tugas, penilaian, dan pelaporan di 

bidang PBB-P2 dan BPHTB; dan 

5. Memenuhi tanggung jawab tambahan diberikan oleh atasan sesuai dengan 

peran dan tanggung jawabnya. 

Tugas Kepala Subbidang Pelayanan dan Pendataan PBB-P2 dan BPHTB 

1. Menyelenggarakan program dan kegiatan serta penganggaran di 

lingkungan Subbagian Pelayanan dan Pengumpulan Informasi BPHTB 

dan PBB-P2; 

2. Menetapkan tugas, memberikan bimbingan, dan memantau hasil tugas 

yang diselesaikan oleh bawahan di tempat kerja Subbagian masing-

masing; 

3. Melakukan inventarisasi informasi dan data di bidang pendataan dan 

pelayanan PBB-P2 dan BPHTB 

4. Membuat sumber daya untuk pengembangan pedoman teknis di bidang 

pendataan dan pelayanan PBB-P2 dan BPHTB 

5. Wajib pajak ditawarkan layanan PBB-P2 dan BPHTB. 

6. Menyebarluaskan dan mengumpulkan mengembalikan Surat 

Pemberitahuan Objek Pajak PBB (SPOP) dan formulir pendaftaran yang 

telah diisi lengkap oleh wajib pajak, didaftarkan dalam program Sistem 

Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP), dan didokumentasikan 

dalam buku induk; 

7. Pengumpulan informasi mengenai objek dan pokok PBB-P2 dan BPHTB;
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8. Pemungutan pajak yang dimungkinkan, dan peningkatan serta 

pertumbuhan BPHTB dan PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

9. Pemrosesan  objek pajak baru yang didaftarkan; 

10. Penyusunan dan penyimpanan induk pajak dalam rangka pengendalian 

Wajib Pajak BPHTB dan PBB-P2; 

11. Menyelesaikan pelayanan pendaftaran dan pemrosesan Daftar Ketetapan 

Pajak (DHKP) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT); di 

lingkungan Subbagian Pelayanan dan Pendataan PBB-P2 dan BPHTB, 

12. Melakukan pemantauan, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan 

kegiatan dan tugas; 

13. Menyelesaikan tugas tambahan yang dilimpahkan pimpinan sesuai dengan 

tanggung jawab dan tugasnya. 

Tugas Kepala Subbidang Penilaian dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB  

1. Menyelenggarakan program dan kegiatan serta penganggaran  Subbagian 

Penilaian dan Penetapan Lingkungan Hidup PBB-P2 dan BPHTB; 

2. Menugaskan, memberi saran, dan memantau hasil pelaksanaan kegiatan 

bawahan pada Subbagian Penilaian dan Penetapan BPHTB dan PBB-P2;  

3. Melakukan inventaris dan pencarian informasi di lingkungan Subbagian 

Evaluasi dan Penetapan  BPHTB dan PBB-P2; 

4. Membuat bahan penyusunan aturan teknis di lingkungan Subbagian 

Evaluasi dan Penetapan BPHTB dan PBB-P2; 
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5. Menerima, menelaah, dan menyebarluaskan kemampuan dan keabsahan 

BPHTB; 

6. Melakukan evaluasi atas nilai pasar dan/atau harga transaksi BPHTB atas 

Objek Pajak; 

7. Melakukan penghitungan dan penetapan PBB-P2 dan BPHTB;  

8. Melakukan pengesahan BPHTB;  

9. Melakukan penggolongan nilai jual Objek Pajak, penetapan zona nilai 

bumi, penghitungan nilai indikatif rata-rata, dan penilaian atas ketetapan 

pajak perorangan dan massal pada setiap akhir tahun dalam tahun berjalan;  

10. Melakukan pengendalian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, terhadap penggolongan ruang nilai bumi, nilai indikatif rata-

rata, penggolongan nilai jual barang pajak, ketetapan pajak 

perorangan/massal, Surat Peringatan Pajak Terutang (SPPT), dan Koleksi 

Ketetapan Pajak Massal (DHKP); 

11. Menerbitkan SPPT PBB-P2, baik cetak satuan maupun cetak massal;  

12. Melakukan identifikasi kekurangan pembayaran BPHTB setelah 

pemeriksaan; 

13. Melakukan aturan dan penerbitan SPPT PBB-P2; 

14. Memantau, mengevaluasi, dan melaporkan terhadap pelaksanaan kegiatan 

dan tugas di lingkungan Subbagian Evaluasi dan Penetapan BPHTB dan 

PBB-P2; 

15. Menyelesaikan tugas tambahan yang dilimpahkan pimpinan sesuai dengan 

tanggung jawab dan fungsinya. 
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Tugas Kepala Subbidang Pengolahan Data dan Informasi PBB-P2 dan 

BPHTB  

1. Menyelenggarakan program, acara, dan anggaran di lingkungan Subbagian 

Data dan Informasi PBB-P2 dan BPHTB diproses; 

2. Menugaskan tanggung jawab, memberikan bimbingan, dan memantau   

hasil dari pekerjaan bawahan di lingkungan Subbagian Data dan Informasi 

PBB-P2 dan BPHTB diproses; 

3. Melakukan inventaris data dan informasi yang diproses oleh bidang 

pengelolah PBB-P2 dan BPHTB; 

4. Membuat bahan penyusunan aturan teknis di bidang data dan informasi 

BPHTB dan PBB-P2 diolah 

5. Melakukan penyimpanan dan update data objek pajak; 

6. Terpeliharanya keamanan pangkalan data objek pajak yang meliputi 

replikasi pangkalan data dan koordinasi sistem pembayaran bank; 

7. Terpeliharanya jaringan perangkat keras dan perangkat lunak serta 

pengamanan elektronik Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak 

(SISMIOP); 

8. Membuat replika SPPT untuk menggantikan SPPT yang rusak, atau hilang 

masyarakat; 

9. Pengelolaan keberadaan alat perekam data pengobatan dan data PBB-P2; 

10. Pencatatan dan pemeliharaan potensi data PBB-P2 dan pangkalan data 

PBB-P2 (SISMIOP PBB); 

11. Melakukan pencatatan dan pencatatan data hasil penerimaan pembayaran 
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PBB-P2 dan BPHTB;  

12. Melakukan penerimaan kembali PBB-P2 dan BPHTB serta 

penyempurnaan sistem penyusunan data dasar BPHTB dan PBB-P2 ;  

13. Melakukan pembangunan dan pengawasan PPAT; 

14. Melakukan pemantauan, penilaian, dan pelaporan atas  pelaksanaan 

kegiatan dan tugas di lingkungan Subbagian Data dan Informasi PBB-P2 

dan BPHTB diproses; dan  

15. Melakukan tugas tambahan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tanggung jawabnya. 

4.1.4 Profil Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

Perolehan hak atas tanah dan bangunan didefinisikan oleh Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 sebagai perbuatan atau peristiwa hukum yang 

mengakibatkan perolehan atau pemilikan hak atas tanah dan bangunan oleh orang 

pribadi atau badan. Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

adalah pajak yang dipungut atas perolehan hak atas tanah dan bangunan.. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku, hak atas 

tanah meliputi hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan dan pembangunan di 

atasnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengubah 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 untuk kedua kalinya. Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 1997 yang mengatur tentang pajak daerah, diubah terlebih 

dahulu.Pajak daerah, yang terkadang disebut pajak, adalah kontribusi wajib yang 

harus dibayarkan oleh Objek Pajak (OP) atau Badan berdasarkan undang-undang
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kepada suatu daerah. Pajak daerah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

daerah dan memaksimalkan kesejahteraan penduduk tanpa langsung menciptakan 

ketidakseimbangan. 

Pemungutan pajak dan retribusi daerah oleh pemerintah daerah di wilayah 

hukumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dua jenis 

pungutan pemerintah pusat yang dialihkan ke daerah, yaitu Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) Perdesaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB), merupakan perubahan paling kentara dalam undang-undang ini. 

Sebelum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan (BPHTB) dikelola oleh pemerintah pusat melalui kantor 

pelayanan pajak. BPHTB diatur dalam Undang-Undang tentang Perubahan 

Undang-Undang tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (UU 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB)). Tanggal 1 tahun 2001 merupakan hari dimulainya pemberlakuan UU 

ini. 

Satu tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 

tetap berlaku, sehingga Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

menjadi pajak daerah dan bukan pajak pusat terhitung mulai tanggal 1 Januari 

2011. Tata cara pelaksanaannya diatur oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam 

Negeri. 
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Dasar Hukum Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

adalah: 

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan (BPHTB). 

2. Peraturan Pemerintah No.111 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan(BPHTB) karena waris dan 

hibah. 

3. Peraturan Pemerintah No. 112 Tahun 2000 tentang pengenaan Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan(BPHTB) karena pemberian hak 

pengelolaan. 

4. Peraturan Pemerintah No. 113 Tahun 2000 tentang penentuan besarnya 

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan ( BPHTB). 

Objek Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan(BPHTB) adalah 

perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolahan hak atas tanah dan bangunan 

meliputi: 

1. Pemindahan hak karena : 

a. Jual-beli 

b. Tukar-menukar 

c. Hibah 

d. Hibah wasiat 

e. Waris
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f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hbukum lainnya 

g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan 

h. Penunjukan pembelli dalam lelang 

i. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap 

j. Penggabungan usaha 

k. Peleburan usaha 

l. Pemekaran usaha 

m. Hadiah 

2. Pemberian hak baru karena: 

a. Kelanjutan pelepasan hak 

b. Diluar pelepasan hak 

Barang Kena Pajak yang dikecualikan dari Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan (BPHTB) antara lain adalah: 

a. Barang yang diperoleh melalui perwakilan diplomatik dan perjanjian 

konsultatif berdasarkan asas resiprositas. 

b. Negara untuk menyelenggarakan pembangunan dan/atau pemerintahan 

untuk kepentingan umum. 

c. Badan dan Perwakilan Organisasi Internasional yang dapat ditunjuk oleh 

Menteri Keuangan dengan keputusan, sepanjang tidak menjalankan usaha 

atau melakukan kegiatan yang tidak termasuk dalam kewenangannya. 

d. Orang atau badan sebagai hasil konversi hak atau perjanjian hukum 

lainnya tanpa perubahan nama. 
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e. Orang atau badan sebagai hasil wakaf 

f. Badan atau orang pribadi untuk tujuan keagamaan. 

Orang pribadi atau badan yang membeli hak atas tanah dan bangunan 

dianggap sebagai subjek Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB). Menurut Undang-Undang Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan, orang yang dikenakan BPHTB dianggap sebagai wajib pajak dan wajib 

membayar pajak. Berikut ini adalah subjek yang tercakup dalam Pajak Perolehan 

Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB): 

a. Perolehan dan penjualan, yaitu pembeli 

b. Perdagangan, yang melibatkan kedua belah pihak 

c. Hibah, khususnya penerima penghargaan 

d. Hibah wasiat, yaitu orang yang menjadi penerima manfaat dari hibah 

tersebut  

e. Ahli waris, yaitu orang yang akan mewarisi 

f. Bergabung dengan suatu badan usaha atau badan hukum lain, khususnya 

orang atau organisasi yang sedang mendapatkan pemulihan hak 

g. Menunjuk pemenang lelang sebagai pembeli 

h. Melaksanakan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap 

sepanjang masa, yaitu pihak yang menerima hak sebagai akibat putusan 

tersebut 

i. Penggabungan usaha, khususnya badan usaha baru 

j. Bergabung dengan badan usaha yang sudah ada 

k. Pertumbuhan usaha, yaitu pendirian perusahaan baru. 
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l. Hibah, khususnya penerimaan usaha 

m. Perolehan hak-hak baru sebagai perluasan dan pelepasan hak-hak yang 

sudah ada, yaitu orang atau badan yang memperoleh hak-hak baru 

perolehan hak-hak baru 

n. Orang atau badan yang memperoleh hak-hak tanah negarasebagai lawan 

dari pelepasan hak-hak yang sudah ada. 

Nilai Perolehan Kena Pajak (NPOP) berfungsi sebagai dasar pengenaan 

pajak. Berikut ini yang menentukan NPOP: 

1. Harga beli dan harga jual suatu transaksi. 

2. Nilai pasar objek pajak dalam situasi berikut: 

3. Dalam hal pembeli ditunjuk dalam lelang, harga transaksi dicatat dalam 

risalah lelang. 

4.1.5 Profil Aplikasi dan Website E-BPHTB di Kabupaten Kuantan Singingi 

Pajak atas pembelian hak atas tanah dan/atau bangunan, aplikasi daring E-

BPHTB merupakan versi elektronik dari aplikasi Pajak Perolehan Hak atas Tanah 

dan Bangunan (BPHTB). Perbuatan atau kejadian hukum yang mengakibatkan 

terjadinya pembelian hak atas tanah dan/atau bangunan disebut perolehan hak 

tersebut. Hak atas bangunan dan/atau tanah meliputi hak atas bangunan yang ada 

di atasnya serta hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan. Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 menjadi dasar penerapan jenis pajak kabupaten/kota 

BPHTB. 
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Segala upaya pengalihan atau pemberian hak atas tanah dan bangunan, 

termasuk jual beli, tukar menukar, hibah, pemberian wasiat, pewarisan, 

penggabungan dalam suatu perseroan atau badan hukum lain, pemisahan hak yang 

mengakibatkan pengalihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan 

putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan 

usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hibah, pada hakikatnya merupakan 

subjek pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dalam bukunya Tax Law, 

Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton menjelaskan bahwa tujuan BPHTB adalah 

untuk memperoleh hak atas tanah, yang dalam hal ini meliputi bangunan atau 

tumbuh-tumbuhan yang ada di atas tanah tersebut. 

Sebagai lembaga yang berwenang memungut pajak BPHTB Kuantan 

Singingi, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi menggunakan 

sistem yang sangat sistematis yaitu E-BPHTB untuk memungut pajak BPHTB di 

Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk menyampaikan berkas pembayaran Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dilaksanakan di wilayah 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kuantan Singingi menggunakan sistem aplikasi E-BPHTB.Dasar 

hukum pelaksanaan E-BPHTB di Kabaten Kuantan Singingi adalah Peratutan 

Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah yang menjelaskan 

bahwa setiap daerah dituntut untuk melakukan inovasi dalam pelaksanaan 

pemerintahan daerahnya. Kemudian juga didasarkan pada Peraturan Daerah 

Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi 

Daerah yang menjelaskan bagaimana sistem pembayaran berbasis elektronik
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digunakan untuk menyetor dan membayar pajak dan retribusi daerah.Dalam 

pembayaran BPHTB secara elektonik juga diatur dalam Standar Operasional 

Prosedur BPHTB. Tujuan dari adanya inovasi berupa aplikasi E-BPHTB adalah 

untuk : 

1. Meningkatkan pelayanan publik, memberikan layanan yang lebih baik dan 

mudah untuk wajib pajak 

2. Meningkatkan pendapatan daerah, dengan proses yang lebih efisien, 

diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah. 

3. Mewujudkan pemerintahan yang baik, melalui transparansi dan 

akuntabilitas dalam pengelolaan pajak. 

Orang pribadi dan badan hukum merupakan pihak yang wajib membayar 

pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan. Mulai dari pendaftaran objek pajak, 

pembayaran dan cara pembayaran pajak BPHTB secara online, hingga pelaporan 

BPHTB secara online oleh PPAT, semuanya tercakup dalam program E-

BPHTB.Namun di Kabupaten Kuantan Singingi yang bisa malakukan 

penginputan data secara online hanyalah petugas Bapenda. Sedangkan wajib pajak 

atau PPAT belum bisa melakukan penginputan. Walaupun demikian E-BPHTB 

tetap memiliki keunggulan dibandingkan dengan pembayaran manual diantaranya 

: 

1. Petugas dapat mengakses sistem BPHTB berbasis web secara online.  

2. Terintegrasi dengan Bank Daerah, BPN, dan PBB. 

3. Memudahkan petugas Bapenda untuk melakukan pendaftaran dan 

pelaporan BPHTB dengan Fitur-fitur yang lengkap pada Sistem BPHTB 
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Online. 

4. Data yang lebih akurat dan tersistematis 

Fitur Aplikasi E BPHTB Online yang tersedia di aplikasi E-BPHTB di 

Kabupaten Kuantan Siningi diantaranya : 

1. Dashboard Admin 

2. Menu Generate NTPD 

3. Menu SSPDKB 

4. Menu Pendaftaran 

5. Menu Semua SSPD 

6. Menu BPHTB Lunas 

7. Menu BPHTB Belum Lunas 

8. Menu BPHTB Proses 

9. Menu Pengaturan (Pejabat, Pejabat Notaris/PPAT, Jenis Transaksi, Tarif 

NPOPTKP, Tarif BPHTB, Jenis Hak Tanah, Persyaratan Transaksi, Jenis 

Dokumen Tanah, Setting Kemanfaatan, Operator dan Level Operator) 

10. Menu Pengaturan Akun 

11. Menu Lainnya  
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Gambar 4.2 Tampilan Aplikasi dan Website Elektronik Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan (E-BPHTB) 

Sumber : Website E-BPHTB Bapenda Kuantan Singingi 2026 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah dan uraian diatas terkait Kualitas Pelayanan 

Perpajakan  Dalam Penerapan Aplikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (E-BPHTB) di Bapenda Kabupaten Kuantan Singingi maka dapat 

disimpulkan bahwa:  

1. Innovative governance dalam pelayanan perpajakanmelalui aplikasi E-

BPHTB  di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi adalah 

kurang baik. Karena penyelenggaraan pelayanan perpajakan melalui 

aplikasi E-BPHTB belum sesuai dengan kriteria best practice innovative 

governance yang dikemukakan oleh Parasuraman Valarie A. Zeithaml, 

Leonard L. Berry. (Anggraini, 2021) dan terdapat lima indikator yaitu 

Tangible (Bukti Fisik), Realibility (Keandalan), Responsiveness 

(Ketanggapan), Assurance (Jaminan), dan Emphaty (Empati) 

2. Aplikasi dan wesbite E-BPHTB masih memiliki kekurangan dan kendala 

yang dihadapi dalam penerapanya. Kendala tersebut antara lain yaitu: 

Keterbatasan jaringan dalam penggunaan aplikasi E-BPHTB, ditemukan 

kekuarangan tenaga ahli pada bidang IT dalam operasional aplikasi E-

BPHTB di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan 

adanya kekuarangan anggaran dalam pengembangan sistem aplikasi E-

BPHTB. 
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6.2  Saran 

Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan kepada pemerintah daerah 

Kabupaten Kuantan Singingi khususnya Badan Pendapatan Daerah dalam 

pelayanan perjakan melalui aplikasi E-BPHTB di Kabupaten Kuantan Singingi 

antara lain: 

1. Bapenda Kabupaten Kuantan Singingi diharapkan mampu 

memaksimalkan kualitas inovasi pelayanan kepada masyarakat dengan 

peningkatan partisipasi publik sepeti melalukan sosialisasi yang lebih 

intensif kepada masyarakat, membuka ruang masukan dan melibatkan 

berbagai stakeholder seperti notaris, PPAT dan organisasi masyarakat 

dalam proses pengembangan dan evaluasi aplikasi. Bapenda juga 

diharapkan mampu meningkatkan tranparansi seperti membuka akses 

publik terhadap data-data terkait perpajakan terutama BPHTB agar 

menciptakan kepercayaan masyarakat. Kemudian Bapenda diharapkan 

mampu meningkatkan efisiensi dengan mengoptimalkan fitur-fitur yang 

ada dalam aplikasi E-BPHTB. Sehingga diharapkan pelaksanaan E-

BPHTB dapat berjalan lebih efektif dan efisien. 

2. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi perlu memprioritaskan 

pengembangan infrastruktur jaringan informasi dan komunikasi melalui 

kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan 

penyedia layanan telekomunikasi. Hal ini dapat dilakukan dengan 

menyusun rencana induk pengembangan infrastruktur teknologi informasi 

yang komprehensif dan bertahap sesuai dengan kemampuan daerah. Untuk 

mengatasi keterbatasan tenaga ahli di bidang BPHTB, Pemerintah Daerah
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3. perlu mengembangkan program peningkatan kapasitas SDM yang 

terstruktur dan berkelanjutan, meliputi pelatihan teknik, workshop, dan 

program mentoring. Perlu juga dipertimbangkan untuk memberikan 

insentif khusus bagi pegawai yang memiliki kompetensi dibidang BPHTB 

untuk mencegah turn-over tenaga ahli. Terkait keterbatasan anggaran, 

pemerintah daerah dapat mengupayakan disverisifikasi sumber pendanaan 

melalui kerjasama dengan pihak ketiga atau mengajukan bantuan teknis 

kepada pemerintah provinsi dan pusat. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi 

dan prioritasi alokasi anggaran dengan mempertimbangkan aspek urgensi 

dan dampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan. Sehingga 

implementasi langkah-langkah ini secara konsisten dan terintegrasi 

diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan E-BPHTB di 

Kabupaten Kuantan Singingi. 
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